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ABSTRAK 

Implementasi Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 di Gampong Matang 

Seulimeng adalah merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang 

didalamnya tentang hal-hal Muamalah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, Perlu 

untuk diketahui bahwa selalu ada kesenjangan antara teori dan realita, maka 

peneliti ingin meneliti untuk melihat lebih dalam mengenai praktik di lapangan 

mengenai implementasi dari Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 di gampong 

Matang Seulimeng dengan menggunakan metode kualitatif berjenis Field research 

atau yuridis empiris dengan turun dilapangan untuk melihat secara langung 

tentang bagaimana pengimplementasi Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 di 

gampong Matang Seulimeng. bahwa implementasi pasal 20 Qanun Aceh No. 8 

Tahun 2014 itu dapat dilihat dari kebijakan yang berlaku dan mendukung dari 

maksud dan tujuan dari Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014. Maka sebenarnya dalam 

hal implementasi undang-undang, hal terpenting adalah keterlibatan seluruh 

elemen dengan tupoksi kerjanya masing-masing dalam menjalankan kebijakan 

dan tugas-tugasnya masing dengan menyesuaikan kepada syariat Islam yang telah 

tercantum dalam Qanun Aceh. 

 

Kata Kunci : Implementasi, Qanun Aceh, Pemerintahan yang baik 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing 

ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan 

sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini 

disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan 

bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 

Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa Ṡ Es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ Ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Sad Ṣ Es (dengan titik dibawah) ص

 Dad Ḍ De (dengan titik dibawah) ض

 Ta Ṭ Te (dengan titik dibawah) ط

 Za Ẓ Zet (dengan titik dibawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik (diatas)‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ʼ Apostrop ء

 Ya Y Ye ي

 

1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan 

gabungan huruf sebagai berikut: 

a. Vokal rangkap (  َْأو )ْ  dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya:    al-

yawm. 

b. Vokal rangkap (  َْأي ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya:     al-

bayt. 

2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda macron 

(coretan horisontal) di atasnya, misalnya (  ْال فَاتِحَة = al-f̄atihah), ( م  al-‘ul̄um ) dan = ال علُوُ 

 .( q̄imah = قيِ مَة ْ )

3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( ْ حَد = haaddun ), ( ْ سَد =  saddun ), ( ِطَي ب = 

taayyib ). 
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 BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Aceh adalah salah satu tiga Provinsi di Indonesia memiliki otonomi khusus 

yang memungkinkan penerapan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan 

Masyarakat dalam kebijakan publik, termasuk dalam hal muamalah, yaitu 

hubungan sosial dan ekonomi. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-

Pokok Syariat Islam menjadi landasan utama bagi pemerintah daerah dalam 

mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena kita 

telah mengetahui bagaimana Sejarah antara Aceh dan dan budaya Islam sangat 

kental melekat dapat dilihat dari bagaimana penyebaran Islamnya, pengembangan 

serta muncul kesultanan Islam di bumi Aceh untuk waktu yang lama seperti seperti 

kesultanan samudera pasai, kesultanan aceh, kesultanan pereulak dan kesultanan 

lainnya, dan hal itu yang melatarbelakangi bagaimana syariat islam sudah sangat 

kental tertanam didalam kehidupan bermasyarakat Aceh.1 

Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 pada pasal 20 yang didalamnya 

menegaskan bawah di Aceh dalam praktik muamalah haruslah bebas dari Judi 

(Maisir), Gharar (Penipuan), Tadlis (Samar-samar), Spekulasi, monopoli, dan 

Riba.. pemberlakukan Qanun Aceh No. 6 dan 8 tahun 2014 ini merujuk pada Al-

Quran, Sunnah, Ijma’ dan UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian  dan 

Pasal 303 KUHP.2 Namun realita pada hari ini walaupun UU dan Qanun yang 

                                                           
1   
2 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm. 14. 
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mengatur prihal pokok-pokok syariat Islam di Aceh tersebut sudah ada, namun 

masih menjadi sebuah Permasalahan dalam pengimplementasi lapangannya. 

implementasi kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Beberapa masalah yang 

sering muncul meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya 

dalam praktik muamalah yang sesuai dengan qanun yang bersangkutan dalam 

kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang lebih 

mendalam tentang bagaimana pemerintah gampong mengimplementasikan 

pengelolaan zakat dan kebijakan penggajian ini, serta bagaimana fiqh siyasah dapat 

memberikan solusi atas masalah-masalah tersebut. 

 

Karena provinsi Aceh adalah Daerah yang menerapkan Syariat Islam, 

tentunya sanksi yang diberikan juga sesuai dengan syariat Islam hal ini dapat dilihat 

dari sanksi yang diberikan ada hukuman cambuk, denda, dan kurungan penjara.3 

Tentang larangan praktik Judi, Dalil dalam Al-Quran tercantum dalam QS. Al- 

Maidah: 90 

زَْ ْيَاْأيَُّهَا نَ صَابُْوَالْ  رُْوَال مَي سِرُْوَالْ  تنَبِوُهُْلعََلَّكُْالَّذِينَْآمَنوُاْإنَِّمَاْال خَم  ْعَمَلِْالشَّي طَانِْفَاج  ْمِن  س  ْتفُ لِحُونَْلََمُْرِج  م    

 yang artinya “"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan “,4 Dalam Al-Quran telah disebutkan tentang larangan 

melakukan praktik Muamalah yang tidak baik. 

                                                           
3 Siti Zahara, dkk, Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa 

(Langsa: Jurnal Hukum, Vol. 13 No.1, Januari -  Juni 2018), Hlm. 119. 
4 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung : Diponegoro, 2011), Hlm. 

123. 
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Berdasarkan uraian diatas maka penulisan yang dilakukan untuk 

menganalisis implementasi Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 di Gampong 

Matang Seulimeng dalam konteks muamalah. Pendekatan fiqh siyasah digunakan 

untuk memahami bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dijalankan, serta apakah 

kebijakan tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah gampong 

dan lembaga terkait dalam meningkatkan efektivitas kebijakan di Gampong Matang 

Seulimeng sehingga tercapai keseimbangan antara pelaksanaan syariat Islam dan 

kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat Disini penulis memiliki ketertarikan 

untuk mengangkat judul “IMPLEMENTASI  PASAL 20 QANUN ACEH NO. 8 

TAHUN 2014 TENTANG POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM DI GP. 

MATANG SEULIMENG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH” dengan meneliti 

serta menela’ah lebih lanjut dengan turun ke lapangan mengobservasi dan 

menganalisa secara langsung dilapangan sampai mendapat kesimpulan tentang 

bagaimana penerapan Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 di Gampong Matang 

Seulimeng dan bagaimana masyarakat Gampong Matang seulimeng melihat 

fenomena tersebut serta Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam 

pengimplementasian pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2018 di Gampong Matang 

Seulimeng ? 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah 

yang di teliti adalah sebagai berikut : 
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1. Proses Implementasi pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 di Gampong 

Matang Seulimeng. 

2. Peran dan andil dari Perangkat Desa dalam Implementasi Pasal 20 Qanun 

Aceh No. 8 Tahun 2014 di Gampong Matang Seulimeng Persepektif Fiqh 

Siyasah. 

C. Rumusan Masalah 

Dari Uraian Latar Belakang Masalah yang menjadi Rumusan Masalah 

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana Pengimplementasian dari pasal 20  Qanun Aceh No. 8  Tahun 

2014 di Gampong Matang Seulimeng? 

2. Bagaimana Pengimplementasian dan peran perangkat desa dalam proses 

berjalannya aturan dari Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 di 

Gampong Matang Seulimeng dari Perspektif Fiqh Siyasah ? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan pada 

Rumusan Masalah. Kalau melihat masalahnya ada dua tujuan  antara lain sebagai 

berikut. 

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami bagaimana 

pengimplementasian dari pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 di 

Gampong Matang Seulimeng. 

2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami Bagaimana 

Pengimplementasian dan peran perangkat desa dalam proses berjalannya 
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aturan dari Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 di Gampong Matang 

Seulimeng dari Perspektif Fiqh Siyasah.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Dari pelaksanaan penelitian ini, penulis/peneliti berharap melalui seluruh 

tahapan dan proses dari penelitian yang ditemukan ini dapat memberikan 

wawasan baru bagi penulis terkhususnya yang merupakan mahasiswa 

Hukum Tata Negara Islam di Fakultas Syariah IAIN Langsa dan umumnya 

untuk kawan-kawan mahasiswa seperjuangan. 

2. Dari pandangan Akademis, hasil penelitian ini dapat menjadi  referensi 

untuk lebih mengembangkan pengetahuan baik itu secara yuridis maupun 

keilmuan tentang Qanun Aceh yang berkaitan dengan penerapan syariat 

Islam di provinsi Aceh. 

F. Pembatas Masalah 

Dalam Meneliti, Peneliti meletakkan pembatas masalah agar tidak terjadi 

kekeliruan dari topik pembahasan yang diangkat oleh peneliti yang dalam Hal 

ini adalah “Implementasi  Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang 

Pokok-pokok Syariat Islam Di Gp. Matang Seulimeng Persepektif Fiqh 

Siyasah. Peneliti membatasi masalah dengan hanya meneliti tentang Proses 

Pengimplementasian Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 dan Peran 

perangkat desa serta Masyarakat dalam proses Implementasi dari Qanun tersebut 
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di Gp. Matang Seulimeng serta Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi 

Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014. 

G. Penjelasan Istilah 

Ada beberapa Istilah yang perlu diperjelas terkait dengan judul skripsi yang 

diangkat untuk mencegah kesalahan dan kesilapan dalam menginterpretasi term 

yang ada pada judul yang diangkat. Untuk hal tersebut penulis rangkai dalam 

beberapa poin dibawah ini. 

a. Implementasi 

Kata Implementasi ini mengartikan sebuah proses dalam pelaksanaan 

Sesuatu dilapangan untuk sebuah tujuan yang konkret5, yang dalam hal ini jika 

dikaitkan dengan apa yang peneliti bahas di Skripsi ini tentang pelaksanaan Qanun 

di suatu wilayah ( Desa) tempat meneliti yang peneliti pilih yakni tentang 

Bagaimana pengimplementasian Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 yang 

dilakukan oleh Perangkat Desa dalam upaya untuk menerapkan Muamalah sesuai 

dengan Syariat Islam di Aceh. Karena Pemerintahan yang baik adalah 

pemerintahan yang didalamnya mampu untuk menciptakan kebijakan public yang 

mampu untuk mendorong level-up kesejahteraan dalam kehidupan bermasayarakat 

dalam hal ini Implementasi Qanun tersebut melalui Kebijakan Gampong hal ini 

selaras dengan pernyataan pakar Grindle (1980: 7) bahwa implementasi merupakan 

proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program 

tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah 

ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan 

                                                           
5 Taufiqurokhman, Pandeglang Dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, (Cetakan Pertama, Jakarta, 2015) hlm. 20. 
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untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus 

(perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van 

Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., 

(1994: 15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

(organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok 

yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.6 

b. Qanun 

Qanun adalah nama lain dari Peraturan Daerah (Perda) di provinsi Aceh 

karena Aceh merupakan provinsi yang telah menerima otonomi khusus dalam hal 

penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi menurut Syariat Islam. Hal ini 

sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan 

Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Qanun No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tetang Pokok-pokok Syariat Islam dan 

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Hukum Pidana). 

c. Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah adalah sebuah cabang Ilmu dalam Fiqh dalam bidang 

Muamalah yang membahas tentang Politik dan Ketatanegaraan sesuai dengan 

Syara’ yang digali dari dalil-dalil terperinci. Dalam hal ini dikarnakan peneliti ingin 

meneliti Implementasi pasal  20 Qanun Aceh tahun 2014 di Gp. Matang Seulimeng 

dalam persepektif Fiqh Siyasah. 

 

 

                                                           
6  Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: apa, mengapa dan bagaimana (Makassar: Jurnal 

Administratsi Publik, Vol. 1 Nomor. 1, 2010), Hlm. 2-5. 
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BAlB IV  

HAlSIL DAlN PEMBAlHAlSAlN 

A. Galmpong Malta lng Seulimeng  

1. Profil Galmpong Maltalng Seulimeng 

Galmpong Maltalng Seulimeng merupalkaln sallalh saltu dalri 51 (limal puluh saltu) 

galmpong ya lng aldal dallalm Wilalyalh Kotal Lalngsal, sebalgalimalnal di altur dallalm Undalng-

Undalng Nomor.03 talhun 2001 tentalng pembentukaln Kotal Lalngsal, sesuali denga ln 

Qalnum Kotal Lalngsal Nomor 20 Talhun 2004 tentalng Struktur Orgalnisalsi daln taltal 

kerjal Pemerintalhaln Kecalmaltaln daln Pemerintalh Desal. 

Galmpong ini telalh aldal semenjalk zalmaln keraljalaln Alceh malsih jalyal – jalya lnya l 

ya lng mengualsali halmpir pulalu sumalteral daln sebalgialn semenalnjung mallalyal. 

Malsal itu galmpong maltalng seulimeng di pimpin oleh beberalpal petual daln mulali talhun 

1975 galmpong maltalng seulimeng di pimpin oleh geuchik. Galmpong Maltalng 

Seulimeng aldallalh sallalh saltu galmpong dalri 66 galmpong ya lng aldal dallalm wilalya lh kota l 

lalngsal, sejalk talhun 1975 galmpong maltalng seulimeng di pimpin oleh seoralng geuchik 

salmpali dengaln talhun 1985. 

mulali talhun 1985 Galmpong Maltalng Seulimeng di jaldikaln keluralhaln malkal 

mulali talhun 1985 tersebut galmpong maltalng seulimeng di pimpin oleh luralh ya lng 

ditunjuk dalri kalbupalten / kotal salmali dengaln talhun 2009, setelalh lalhir RUU PAl 

galmpong maltalng seulimeng kemballi di pimpin oleh seoralng geuchik salmpali dengaln 

sekalralng. Galmpong maltalng seulimeng terdiri dalri 5 dusun daln telalh di pimpin oleh 8 

oralng geuchik/ luralh. 
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Sistem pemerintalhaln galmpong maltalng seulimeng berdalsalrkaln umum 

penyelenggalralaln pemerintalh ya lng balik yalitu : alsals keislalmaln, alsals kepalstialn hukum, 

alsals kepentingaln umum, paldal polal aldalt altalu kebudalya laln daln peralturaln formall yalng 

sudalh bersifalt umum sejalk zalmaln dalhulu, pemerintalh galmpong di pimpin oleh 

seoralng geuchik daln kepallal dusun tuhal peut menjaldi balgialn lembalgal penalsehalt 

galmpong tuhal peut salngalt berperaln daln berwenalng dallalm memberi pertimbalnga ln 

terhaldalp pengalmbilaln keputusaln galmpong, memalntalu kinerjal daln kebijalkaln ya lng di 

almbil oleh geuchik daln imum. 

2. Kondisi Fisik Dalsalr Galmpong, Kondisi Demokralfis Daln Sejalralh 

Pembalngunaln  

Galmpong Maltalng Seulimeng dalri segi pemalnfalaltaln lalhaln, Galmpong Maltalng 

Seulimeng dengaln lualsnyal 330 Hal yalng beraldal dipinggir Kotal Lalngsal, dallalm 

pemalnfalaltaln lalhaln di kelompokkaln ke dallalm 6 (enalm) sebalgialn ya litu : 

4.1 Talbel Salralnal Galmpong Maltalng Seulimeng 

No. Salralnal Ukuraln 

1. Perumalhaln / Pemukimaln 278 Hal 

2. Pertokoaln 5 Hal 

3. Perkalntoraln 3 Hal 

4. Persalwalhaln 40 Hal 

5. Talnalh terlalntalr 2 Hal 

6. Talnalh walkalf 2 Hal 

 

Bentuk permukalaln jallaln utalmal alntalr Galmpong yalng melallui Galmpong Maltalng 

Seulimeng sudalh cukup balgus dengaln sudalh teralspall Hot mix. 

Jumlalh penduduk Galmpong Maltalng Seulimeng paldal alkhir talhun 2014 mencalpali 

8.021 Jiwal, dengaln komposisi penduduk Lalki–lalki sejumlalh 2.826 jiwal daln perempua ln 
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sejumlalh 4.295 jiwal, ya lng secalral keseluruhaln mencalkup ke dallalm 1.937 kepallal kelurga l 

(KK) yalng tersebalr dallalm 5 (Limal) Dusun. 

Perkembalngaln penduduk pertalhun : 

4.2 Talbel Perkembalngaln Penduduk Pertalhun Galmpong Maltalng Seulimeng 

No. Talhun Jumlalh 

1. Talhun 2011 7789 Jiwal 

2. Talhun 2012 7876  Jiwal 

3. Talhun 2013 7947 Jiwal 

4. Talhun 2014 8021 Jiwal 

5. Talhun 2015 8182 Jiwal 

6. Talhun 2016  8200 Jiwal 

7. Talhun 2017 8500 Jiwal 

8. Talhun 2018 8800 Jiwal 

9. Talhun 2019 9100 Jiwal 

10. Talhun 2020 9329 Jiwal 

11. Talhun 2021 9598 Jiwal 

12. Talhun 2022  9813 Jiwal 

13. Talhun 2023 10. 553 Jiwal 

 

Galmpong berperaln mengorgalnisalsikaln kegialtaln – kegialtaln kealgalmalaln, paldal 

zalmaln dalhulu rodal pemerintalhaln di lalksalnalkaln di rumalh Geuchik daln di lalpalngaln 

(tengalh–tengalh malsya lralkalt) kalrenal paldal salalt itu belum aldal kalntor geuchik salmpali 

talhun 1985, malkal paldal talhun tersebut balru dalpalt di balngun kalntor Geuchik altals 

swaldalyal malsya lralkalt. 

Urutaln pemimpin pemerintalhaln Galmpong Maltalng Seulimeng sejalk Galmpong 

maltalng Seulimeng ini di pimpin oleh Geuchik / Luralh yalitu mulali talhun 1975 salmpali 

dengaln talhun sekalralng aldallalh sebalgali berikut : 
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4.3 Talbel Nalmal Geuchik yalng Memimpin Galmpong Maltalng Seulimeng 

No. Nalmal Geuchik Malsal Jalbaltaln 

1. HAlNAlFIAlH DUN 1985 – 1993 

2. H. NURDIN USMAlN 1993 – 1998 

3. UMAlR AlCHMAlD, SE 1998 – 2000 

4. M. HAlRUN YAlCOB 2001 – 2002 

5. T.M AlNWAlR 2003 – 2004 

6. RAlZAlLI, SH 2004 – 2007 

7. MOHD . YUSUF 2007 – 2010 

8. ZUFRI ISNAlINI 2010 – 2020 

9. PJ. YUNDI MAlULIZAl 2020 – 2021 

10. PJ. MURSAlLIN, S.STP.S.M.AlP 2021 – 2022 

11. JUFRIAlDI R,SE.M.Si 2022 – Sekalralng 

 

Sejalralh pembalngunaln galmpong 

 Sekilals perkembalngaln pembalngunaln fidik galmpong maltalng seulimeng dalri 

talhun ketalhun aldal peningkaltaln sebalgali berikut : 

1. Talhun 1977 = Pembalngunaln Malsjid pertalmal yalng dalnalnya l bersumber dalri swaldalya l 

malsyalralkalt daln di kerjalkaln secalral gotong royong ya lng di pimpin oleh peutual daln 

imum galmpong yalng salmpali sekalralng malsih di pergunalkaln oleh malsyalralkalt 

2. Talhun 1979 = pembalngunaln SD 13 yalng dalnalnya l dalri pemerintalh RI salmpali 

sekalralng malsih alktif. 

 

Jumlalh Penduduk di Galmpong Maltalng Seulimeng alntalral lalin sebalgali berikut. 

4.4 Ta lbel Jumlalh Penduduk Galmpong Maltalng Seulimeng 

No. Jumlalh Penduduk 

1. Lalki 4.911 Oralng 

2. Perempualn 5.642 Oralng 
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Jumlalh Keseluruhaln 10.553 Oralng 

Jumlalh Kepallal Kelualrgal  2.331 Kalrtu Kelualrgal 

 

VISI DAlN MISI GAlMPONG MAlTAlNG SEULIMENG 

 

  VISI  

Menwujudkaln Galmpong Maltalng Seulimeng Yalng Sejalhteral,  Malndiri Daln 

Berlalndalsaln Syalri’alt Islalm  

MISI  

1. Meralngkul semual elemen malsya lralkalt terutalmal tokoh-tokoh agalmal, adalt, 

pemudal daln perempualn untuk bersalmal salmal mewujudkaln malsyalralkalt galmpong 

Maltalng Seulimeng ya lng balik berkalralkter dengaln Nilali-nilali syalri’alt Islalm. 

2. Mewujudkaln sumber dalya l alpalraltur galmpong ya lng berprofesionall daln bermorall 

gunal tralnspalralnsi penyelenggralalaln pemerintalh sebalgali wujud profesionallisme.  

3. Meningkaltkaln peraln sertal daln pemberdalya laln malsyalralkalt dallalm pembalngunaln 

galmpong.  

4. Menggallalkaln sektor pertalmbalkaln daln perikalnaln untuk mendongkralk ekonomi 

malsyalralkalt.  

5. Memprogralmkaln upalya l penalnggulalngaln kemiskinaln daln peningkaltaln usalha l 

malsyalralkalt miskin  

6. Mengembalngkaln daln mendalyalgunalkaln sumber dalya l malnusial (SDM) secalra l 

optimall daln berkelalnjutaln.  
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B. Implementalsi Palsall 20 Qalnun Alceh No. 8 Talhun 2014 

Qalnun Alceh No. 8 talhun 2014 aldallalh sebualh peralturaln Daleralh di Provinsi 

Alceh ya lng membalhals tentalng pokok-pokok syalrialt Islalm di Alceh secalral umum 

berlalku balgi Malsyalralkalt Alceh sejalk ditetalpkaln. Hall ini aldallalh sebalgali bentuk dalri  

pengalplikalsialn dalri Halk Istimewal Alceh dallalm menjallalnkaln pemerintalhaln Alceh sesuali 

dengaln Syalrialt Islalm sesuali dengaln UU No. 11 Talhun 2006 tentalng Pemerintalhaln 

Alceh (UUPAl). 

Dallalm hall ini peneliti meneliti Paldal palsall 20 di Balb Mualmallalh (Hukum 

Perdaltal) ya lng dallalm palsall 20 ini aldal tigal alyalt alntalral lalin sebalgali berikut. 

1. Setialp oralng beralgalmal Islalm yalng beraldal di Alceh halrus menjallalnkaln Mualmallalh 

sesuali dengaln tuntunaln Sya lrialt Islalm. 

2. Pelalksalnalaln bidalng Mualmallalh di Alceh bebals dalri malisir (judi), ghalra lr 

(penipualn), taldlis (salmalr-salmalr), spekulalsi, monopoli daln ribal. 

3. Pelalksalnalaln bidalng Mualmallalh di Alceh bebals dalri malisir (judi), ghalra lr 

(penipualn), taldlis (salmalr-salmalr), spekulalsi, monopoli daln ribal. 

Kital dalpalt melihalt balhwal isi dallalm Palsall 20 Qalnun Alceh No. 8 talhun 2014 ini 

lebih dalri sekaldalr himbalualn kepaldal Malsya lralkalt Alceh mengenali tentalng 

pengalplikalsialn hall-hall mualmallalh di Alceh dengaln halrus lalh sesuali Syalrialt Islalm.  

Berbicalral tentalng Implementalsi dalri Palsall 20 Qalnun Alceh No. 8 talhun 2014 di 

Galmpong Maltalng Seulimeng malkal ya lng menjaldi Alktor utalmal dallalm 

pengimplementalsialn dalri Qalnun ini aldallalh Peralngkalt Desal selalku pelalksalnal peralturaln 

perundalng-undalngaln melallui kebijalkaln. hall ini juga sesuai dan telah ditetap kan dalam 

Pasal 6 Qanun Kota Langsa No. 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Geuchik salah 
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satunya adalah Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan 

Pemberdayaan Kemasyarakatan serta Penataan Adat Gampong.38 telalh disalmpalikaln 

oleh Peralngkalt desal dallalm hall ini Palk Geuchik sebalgali sallalh saltu Informaln : 

“Tentunyal Peralngkalt galmpong Maltalng Seulimeng telalh menjallalnkaln peraln ses luai 

dengaln fungsi daln tupoksi Kinerjal sebalgali Lembalgal eksekutif di Tingka lt 

galmpong daln sallalh saltu bentuk dalri pengimplementalsialn dalri Palsall 20 Qalnun 

Alceh No. 8 Talhun 2014 ini secalral vertikall dengaln pembentukaln Qalnun Galmpong 

Maltalng Seulimeng No. 5 Talhun 2023 tentalng peraldilaln aldalt ya lng didallalmnya l 

tercalntum prihall mualmallalh beserta salnksinya l. Dallalm perumusaln Qalnun 

Galmpong ini jugal melibaltkaln seluruh elemen Malsya lralkalt daln setelalh disalhkaln 

pun telalh disosiallisalsikaln kepaldal malsya lrkalralt prihall Qalnun Galmpong ini.39 

 

Dalri walwalncalral dialtals kital dalpalt melihalt balhwal perumusaln Qalnun Galmpong 

Maltalng Seulimeng No. 5 Talhun 2023 tentalng Peraldilaln Aldalt daln progralm lalin dengaln 

berlalndalskaln kepaldal Palsall tersebut pun dilalksalnalkaln sesuali dengaln Syalrialt Islalm 

kalrenal hall ini jugal selalrals dengaln peraln daln tupoksi dalri Peralngkalt Desal balik geuchik 

sebalgali Lembalgal yalng memiliki wewenalng eksekutif yalkni eksekusi sebualh kebijalkaln 

ditingkalt Galmpong daln tuhal peuet sebalgali perwalkilaln dalri Malsyalralkalt di 

pemerintalhaln desal dengaln memegalng kekualsalaln Legislaltif berperaln merumuskaln 

sertal menetalpkaln peralturaln perundalng-undalngaln Tingkalt Galmpong. Tentunyal sudalh 

menjaldi Kewenalngaln dalri Geuchik daln Tuhal Peuet untuk melalksalnalkaln Progralm 

sebalgali wujud dalri pengimplementalsi Peralturaln Perundalng-undalngaln ya lng berlalku. 

                                                           
38 https://jdih.langsakota.go.id/dih/detail/42f337c6-5a57-4268-a2ec-def355f5d903, Diakses 

pada Hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, Pukul 22.53 WIB. 
39 Hasil Wawancara dengan Pak Geuchik Gampong Matang Seulimeng ditanggal 19 Juli 2024 

dikantor Geuchik Matang Seulimeng, Langsa Barat, Kota Langsa. 
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Penalmbalhaln Informa lsi dalri Informaln yalkni Balpalk geuchik galmpong Maltalng 

Seulimeng : 

 “Bukti Implementa lsi Berikutnyal jugal dalpalt dilihalt dalri progralm kalmpung 

maltalng seulimeng yalng telalh di lalksalnalkaln sejaluh ini yalng sesua li dengaln Palsall 

20 Qalnun Alceh No. 8 ta lhun 2014 ya lkni Aldalnyal program bantuan langsung 

tunai(BLT), kolaborasi dgn dinas sosial dalam program keluarga harapan(PKH), 

bantuan pangan non tunai (BPNT) dan Pembangunan rapat beton yang dilakukan 

dibeberapa titik lokasi.”40 

 

Program diatas menurut data yang diberikan oleh perangkat desa maka 

dibawah ini adalah data yang diberikan mengenai program kebijakan yang bersifat 

muamalah pertahun 2024.   

Tabel 4.1 

No. Progam atau Kebijakan Jumlah Penerima Jangka Waktu 

1. Bantuan langsung tunai 54 orang 1 kali/bulan 

2. Program keluarga harapan 247 orang 1 kali/bulan 

3. Bantuan pangan non tunai 473 orang 1 kali/bulan 

4. Badan usaha milik gampong (BMKG) 57 orang 1 kali/bulan 

 

Program yang telah tercantum dalam table 4.1 dapat dilihat ada beberapa 

program atau kebijakan dari kampung yang ikut membantu dalam mewujudkan 

kemashlahatan Masyarakat gampong dan ini berpedoman pada Qanun Aceh No. 8 

tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam yang dalam hal ini berfokus pada pasal 

20 di bagian Muamalah. Seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan non 

tunak (BPNT), badan usaha milik gampong (BMKG) yang langsung diambil dari 

                                                           
40 Ibid. 
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alokasi dana gampong matang seulimeng. berbeda dengan PKH karna itu merupakan 

program dinas sosial kota Langsa namun dengan mengikuti dari data yang diberikan 

oleh pihak gampong dalam pemberian bantuan keluarga harapan (PKH) kepada 

masyarakat yang berhak. 

Dalri Pengimplementalsialn Palsall 20 Qalnun Alceh No. 8 Talhun 2014 ini jugal 

dihalralpkaln dalpalt membalwal Impalct yalng signifikaln balgi Malsya lralkalt setempalt yalng 

dallalm Hall ini Malsyalralkalt Galmpong Maltalng Seulimeng dalpalt membalwa l 

kesejalhteralaln balgi Malsyalralkalt setempalt dengaln aldalnyal Pengimplementalsi Palsall 20 

Qalnun Alceh No. 8 Talhun 2014 di Galmpong Maltalng Seulimeng dallalm Hall mualmallalh 

dan Salah satu bentuk pelaksanaan pemerintahan yang baik adalah dengan 

melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan.  

Upalyal yalng dalpalt diberikaln dallalm pengimpelementalsialn Palsall 20 Qalnun Alceh 

No. 8 talhun 2014 aldallalh balhwal dengaln terus bersosiallisalsi dengaln berbalgali krealtivita ls 

kegialtaln yalng dilalksalnalkaln, daln sinergitals alntalr elemen Malsyalralkalt guna l 

terlalksalnalnya l malksud daln tujualn dalri paldal Palsall 20 Qalnun Alceh No. 8 talhun 2014, 

hall ini kalrenal penting balgi malsyalralkalt untuk mengetalhui sertal memaltuhi Alturaln yalng 

berlalku daln meningkalt palrtisipalsi malsya lralkalt daln kesejalhteralaln malsya lralkalt. 

Dalam perwujudan pemerintahan yang baik juga penting ada halnya Sinergitals 

alntalr Lembalgal ini lalh sebagai timball balliknyal malsing-malsing kalrenal berjallaln dengaln 

kekualsalaln yalng berbedal nalmun memiliki tujualn ya lng salmal yalkni mensejalhteralkaln 

Malsya lralkalt. 

Menurut hemat peneliti, progam diatas sudah termasuk kedalam bagian dari 

Implementasi pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 karna aspek yang di junjung 
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disini dapat lihat dari fiqh siyasahnya yang program tersebut bagian dari pada 

pelaksanaan perintah dari undang-undang yang kebijakan tersebut dibidang muamalah 

yang tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong matang 

seulimeng dengan memberikan bantuan-bantuan bagi berhak. 

 

C. Alnallisis Fiqh Siyalsalh dallalm Implementa lsi 

Fiqh Siya lsalh aldallalh balgialn penting dallalm pembalhalsaln tentalng ketaltalnegalralaln 

Islalm yalng dallalm hall ini yalng bialsal membalhals peralturaln perundalng-undalngaln aldallalh 

fiqh siya lsalh dusturiya lh. Sesuali dengaln prinsip ya lng telalh disebut dallalm teori di BAlB 

II balhwal aldalnyal prinsip sebalgali penopalng berjallaln sebualh teori yalng dallalm hall ini 

Fiqh Siyalsalh Dusturiyalh. Keteralngaln dalri sallalh saltu informaln dalri unsur alkaldemisi. 

“Palsall 20 Qalnun Alceh No. 8 talhun 2014  salngalt lalh sesuali dengaln syalrialt 

Islalm alpallalgi kallalu kital kallalu kital lihalt dalri kalcalmaltal fiqh Siyalsalh daln fiqh 

mualmallalh kalrenal mualmallalh ya lng terkalndung dallalm palsall tersebut halnya l 

dalpalt diimplementalsi dengaln balik sertal membalwal Impalct dengaln melallui 

siyalsalh ya lng dallalm hall ini salngalt memerlukaln sinergitals dalripaldal elemen 

malsyalralkalt dimulali dalri pemerintalh, peralngkalt desal, malsyalralkalt setempalt daln 

tenalgal Alhli gunal merumuskaln peralturaln perundalng-undalngaln secalral vertikall 

ditingkalt galmpong malupun progralm-progralm galmpong yalng berlalndalskaln 

kepaldal Qalnun tersebut.”41 

 

Trials Political kallalu dallalm balhalsal balraltnya l nalmun perlu diketalhui pembalgialn 

Kekualsaln ini sudalh aldal sejalk zalmaln Ralsulullalh tepaltnya l dipemerintalhaln khallifalh 

Umalr bin Khalttalb dengaln aldalnyal lembalgal qaldhi, walzir daln maljelis syuro yalng tidalk 

lalin tidalk bukal halmpir salmal persis dengaln teori dalri balralt yalkni Trials Political versi 

Montesquie. Teori ini aldal tidalk lalin tidalk bukaln untuk membaltalsi kekualsalaln supalya l 

                                                           
41 Hasil Wawncara Bersama dengan Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh ditanggal 24 Juli 2024 

di Fakultas Syariah. 
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berjallaln dijallalnnyal malsing-malsing seperti aldalnyal peraln eksekutif, legislaltif daln 

yudikaltif salmal hall di Indonesia. dallalm pengimplementalsialn Palsall 20 Qalnun Alceh No. 

8 talhun 2014 ini di Galmpong Maltalng Seulimeng jikal kital melihat dalri aspek fiqh 

siyalsalhnya l dalri perumusaln undalng, pengesalhaln hinggal salmpali ke talhalp sosiallisalsi aldal 

keterlibaltaln dalri perwalkilaln dalri berbalgali elemen malsyalralkalt setempalt daln Hall ini 

selalrals dengaln Prinsip Fiqh Siya lsalh Dusturiya lh di BAlB II, Wallalupun selallu aldal 

Rualng untuk perbalikialn demi terwujudnyal malksud daln tujualn Palsall 20 Qalnun Alceh 8 

Talhun 2014 digalmpong Maltalng Seulimeng. Dan juga telah menjadi kewajiban bagi 

bagi seorang Qiyadah yang memegang Tonggak kepemimpinan untuk melaksanakan 

Kewajibannya Sebagai seorang Pemimpin yang mana hal tersebut ada tanggung jawab 

yang dipikul oleh seorang pemimpin apapun tingkatannya dan tak lupa bagaimana 

pandangan dari Al-Ghazali tentang teori politiknya di atas fondasi yang kokoh, yaitu 

konsep bahwa kekuasaan adalah tanggungjawab yang berasal dari Allah SWT. 

Menurutnya, seorang pemimpin adalah bayangan Allah di bumi (zhillullah fil ardh) 

yang diberikan mandat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya 

 Bapak Diaz Afrizal, S.S selaku masyarakat gampong Matang Seulimeng juga 

memberikan Pandangannya 

“Bahwa Aceh sudah menjadi daerah yang sangat istimewa karena dapat 

menjalankan syariat Islam tidak sepertinya daerah-daerah yang lain yang \ jauh 

berbeda tentang adat istiadat Islamnya tapi mereka tidak memiliki apa yang 

kita miliki. Jadi penting bagi kita juga masyarakat untuk membersamai dengan 

perangkat gampong ikut serta berandil dalam menjaga syariat Islam di Aceh 

ini, mari mulai dengan berbenah dari diri sendiri. Ketika diri sendiri mau ikut 

berbenah, itu menjadi bagian dari kita masyarakat untuk berpartisipasi menjaga 

kekhususan syariat Islam di Aceh ini.”42 

                                                           
42 Hasil Wawancara Bersama dengan Bapak Dian Afrizal, S,S Sebagai Salah satu Masyarakat 

Gampong pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, pada pukul 22.53. 
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Menjadi seorang pemimpin juga penting untuk memperhatikan setiap langkah 

yang akan dijalani kedepannya (visioner). Dan seorang pemimpin yang dalam Hal ini 

geuchik juga tidak bekerja sendiri tapi juga dibersamai oleh Stuktur pemerintahannya 

dan juga masyarakat di desa tersebut yang menjadikan untuk mudah menjalankan 

kewajibannya melalui program dan kebijakan sebagai Seorang pemimpin di gampong 

Matang Seulimeng.  
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BAlB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulaln 

Kesimpulaln dalri kalryal tulis ilmialh ini setelalh pengalmbilaln daltal dengaln 

menggunalkaln metode kuallitaltif berjenis field resealrch altalu dallalm balhalsal hukum 

aldallalh yuridis empiris. 

1. Proses pengimplementasian dari pasal 20 qanun aceh No. 8 tahun 2014 

dalam hal ini membahas kebijakan tentang praktik muamalah di 

gampong Matang Seulimeng, melalui beberapa program yang dilakukan 

untuk kesejahteraan masyarakat gampong Matang Seulimeng seperti 

bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), 

bantuan pangan non tunai (BPNT), bada usaha milik gampong (BMKG) 

yang tujuan untuk mensejahterakan masyarakat gampong matang 

seulimeng. 

2. Proses pengimplementasian dari pasal 20 qanun Aceh No. 8 tahun 2014 

jika dilihat dari persepektif siyasah hal tersebut sudah berjalan dapat 

dilihat dari bagaimana  kepemimpinan di gampong Matang Seulimeng 

melalui geuchik gampong dengan kebijakan yang dilakukan untuk 

kemashlahatan masyarakat, hal tersebut membuktikan sebagaimana 

perkataan imam Al-Ghazali mengenai standard tinggi untuk menjadi 

seorang pemimpin dalam teori politiknya denagn mengedepankan 

maqashid syariah dalam membuat kebijakan untuk kesejahteraan 

masyarakat gampong Matang Seulimeng. 
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B. Salraln 

1. Tentu Balgi Peneliti ya lng alkaln melalnjut penelitialn untuk lebih memalnfalaltkaln 

walktu gunal mempersialpkaln kalryal tulis Ilmialh dengaln Sebalik Mungkin. 

2. Dallalm Progres tentunyal penting untuk  konsisten, berprogresif dallalm membualt 

Kebijalkaln yalng dallalm hall ini aldallalh supalyal dalpalt menyeluruh dalpalt diralsalka ln 

balgi Malsya lralkalt dalri Progralm. 
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